
Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah DIY
No. SK :

Persyaratan

1. menyampaikan permasalahan hukum yg dihadapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown

1. 1. Pemohon menyampaikan permasalahan hukum yg dihadapi

2. 2. Petugas mengumpulkan bahan, mempelajari, menganalisis, melaksanakan rapat koordinasi antar 

instansi terkait membahas permasalahan hukum tersebut

3. 3. Penyusunan dokumen penyelesaian
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Waktu Penyelesaian

0

1.    Proses penyelesaian dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

2.    Waktu penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berikut perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya).

3.    Permasalahan hukum dapat diselesaikan, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen penyelesaian permasalahan hukum

Pengaduan Layanan

a. Datang Langsung 

b. Email birohukum@jogjaprov.go.id. Telp (0274)562811/1184
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